
BUPATI PACITAN 
PROVINSIJAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 28 TAHUN 2 0 2 0 

TENTANG 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, 
S E R T A TATA K E R J A S E K R E T A R I A T D A E R A H KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah d i te tapkannya Peraturan 
Menter i Dalam Negeri Nomor 56 T a h u n 2019 tentang Pedoman 
Nomenklatur Dan Un i t Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan 
Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupat i Nomor 51 T a h u n 
2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan 
Organisasi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 
Pacitan sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir 
dengan Peraturan Bupat i Nomor 4 Tahun 2019 t idak sesuai 
lagi sehingga per lu d igant i 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a per lu menetapkan Peraturan Bupa t i tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi, serta 
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 
ka l i d iubah terakhi r dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5679); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana te lah 
d iubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
Lembaran Negara T a h u n 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5887); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 
tentang Pedoman Nomenklatur Dan Un i t Kerja Sekretariat 
Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota; 

4. Peraturan Daerah Nomor 4 T a h u n 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) 
sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 
2020 Nomor 1) ; 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN 
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, S E R T A TATA K E R J A 
S E K R E T A R I A T DAERAH KABUPATEN PACITAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupat i i n i yang d imaksud dengan : 
1. Daerah adaJah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
3. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan. 
5. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan. 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesa tu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 2 

(1) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 
Bupat i . 

(2) Sekretariat Daerah d ip imp in oleh Sekretaris Daerah. 

Pasal 3 

Sekretariat Daerah mempunya i tugas membantu Bupat i da lam penyusunan 
kebi jakan dan pengoordinasian admin is t ra t i f terhadap pelaksanaan tugas 
Perangkat Daerah serta pelayanan administrat i f . 

Pasal 4 

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 3, menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan kebi jakan daerah; 
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebi jakan daerah; 
d. pelayanan admin is t ra t i f dan pembinaan aparatur s ipi l negara pada Perangkat 

Daerah; dan 
e. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Bupa t i terkai t dengan tugas dan 

fungsinya 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 5 

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, te rd i r i dar i : 
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 
c. Asisten Adminis t ras i U m u m ; dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional . 



BAB I I I 
A S I S T E N PEMERINTAHAN DAN K E S E J A H T E R A A N RAKYAT 

Bagian Kesa tu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 6 

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat berada d i bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. 

(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat d ip imp in oleh Asisten. 

Pasal 7 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunya i tugas membantu 
Sekretaris Daerah terkai t pemer intahan dan kerjasama, h u k u m , serta 
kesejahteraan rakyat . 

P a s a l 8 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat da lam melaksanakan tugas 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan kebi jakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan 

tugas organisasi perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebi jakan daerah dan pelayanan admin is t ra t i f pemer intahan dan kerjasama; 

b. pengoordinasian penyusunan kebi jakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan 
tugas organisasi perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebi jakan daerah dan pelayanan admin is t ra t i f h u k u m ; 

c. pengoordinasian penyusunan kebi jakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan 
tugas organisasi perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebi jakan daerah dan pelayanan admin is t ra t i f kesejahteraan rakyat; dan 

d. pelaksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 9 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terd i r i dar i : 
a. Bagian Pemerintahan dan Kerjasama; 
b. Bagian H u k u m ; dan 
c. Bagian Kesejahteraan Rakyat. 

Bagian Ketiga 
Bagian Pemerintahan dan Ker jasama 

Paragraf Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 10 

(1) Bagian Pemerintahan dan Kerjasama berada d i bawah dan bertanggung jawab 
kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 

(2) Bagian Pemerintahan dan Kerjasama d ip imp in oleh Kepala Bagian. 



Pasal 11 

Bagian Pemerintahan dan Kerjasama mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terkai t dengan 
admin is t ras i pemer intahan, kerjasama dan otonomi daerah, dan adminis t ras i 
kewi layahan. 

Pasal 12 

Bagian Pemerintahan dan Kerjasama da lam melaksanakan tugas sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 11 , menyelenggarakan fungsi : 
a. penyiapan bahan perumusan kebi jakan daerah d i b idang admin is t ras i 

pemer intahan, admin is t ras i kewi layahan dan kerjasama dan otonomi daerah; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian pe rumusan kebi jakan daerah d i b idang 

adminis t ras i pemer intahan, adminis t ras i kewi layahan dan kerjasama dan 
otonomi daerah; 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah d i 
b idang admin is t ras i pemer intahan, admin is t ras i kewi layahan dan kerjasama 
dan otonomi daerah; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebi jakan daerah d i 
b idang admin is t ras i pemer intahan, admin is t ras i kewi layahan dan kerja sama 
dan otonomi daerah; 

e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan admin is t ras i d i b idang admin is t ras i 
pemer intahan, adminis t ras i kewi layahan dan kerja sama dan otonomi 
daerah; dan 

f. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan Asisten Pemerintahan Dan Kesra 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 13 

Bagian Pemerintahan dan Kerjasama, te rd i r i dar i : 
a. Sub Bagian Adminis t ras i Pemerintahan; 
b. Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah; dan 
c. Sub Bagian Adminis t ras i Kewilayahan. 

Paragraf Ketiga 
Sub Bagian Administras i Pemerintahan 

Pasal 14 

(1) Sub Bagian Adminis t ras i Pemerintahan berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama. 

(2) Sub Bagian Adminis t ras i Pemerintahan d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 15 

(1) Sub Bagian Admin is t ras i Pemerintahan, mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang terka i t dengan 
admin is t ras i pemer intahan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan bahan pelaksanaan kebi jakan daerah bidang adminis t ras i 

pemer intahan; 
b. meny iapkan bahan perumusan kebi jakan daerah d ib idang adminis tras i 

pemer intahan; 



menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas d i b idang 
kependudukan dan pencatatan sipi l , kesatuan bangsa dan pol i t ik da lam 
negeri, ke tentraman, ketert iban u m u m dan per l indungan masyarakat; 
meny iapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebi jakan 
daerah bidang adminis t ras i pemer intahan; 
melaksanakan fasil itasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan 
dan pemberhent ian P impinan; 
memfasi l i tasi pengusulan Iz in dan Cu t i P impinan; 
mengoordinasikan dan memfasi l i tasi pelaksanaan kegiatan pasca 
penyelenggaraan pemi l ihan u m u m ; 
melaksanakan fasil itasi dan koordinasi proses admin is t ras i pergant ian 
antar w a k t u p imp inan dan anggota legislatif; 
meny iapkan bahan dan fasil itasi kegiatan penyelenggaraan peringatan har i 
besar nasional dan ha r i j a d i daerah;dan 
melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan 
dan Kerjasama. 

Paragraf Keempat 
Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah 

Pasal 16 

(1) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah berada d i bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama. 

(2) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 17 

(1) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah, mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang terka i t dengan 
kerjasama dan otonomi daerah. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); 
b. mengh impun Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(ILPPD); 
c. menyusun data base penyelenggaraan u r u s a n pemer intahan daerah; 
d. melaksanakan fasil itasi penyusunan Standar Pelayanan M in ima l (SPM)\ 

Organisasi Perangkat Daerah; 
e. menyusun bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupa t i ; 
f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebi jakan daerah 

bidang o tonomi daerah; 
g. meny iapkan bahan pelaksanaan perumusan kebi jakan d i b idang 

kerjasama dalam negeri; 
h . melaksanakan pengolahan data kerja sama daerah da lam negeri; 
i . melaksanakan pengendalian dan perumusan data basi l kerja sama daerah 

da lam negeri; 
j . melaksanakan fasil itasi f o rum dan asosiasi Pemerintah Daerah; 
k. melaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah dalam negeri 

yang d i l akukan oleh Perangkat Daerah d i l ingkungan pemer intah Daerah; 
1. melaksanaan penyusunan laporan bas i l pelaksanaan kerja sama daerah 

da lam negeri; dan 
m. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan 

dan Kerjasama. 



Paragraf Ke l ima 
Sub Bagian Administras i Kewi layahan 

Pasal 18 

(1) Sub Bagian Adminis t ras i Kewilayahan berada d i bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama. 

(2) Sub Bagian Admin is t ras i Kewilayahan d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 19 

(1) Sub Bagian Adminis t ras i Kewilayahan melaksanakan sebagian tugas Bagian 
Pemerintahan dan Kerjasama yang terka i t dengan admin is t ras i kewi layahan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan fasil itasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, 

penggabungan dan pemekaran wi layah kecamatan dan/atau ke lurahan; 
b. melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, ke lurahan, 

serta nama la in dan/atau pemindahan ibuko ta kecamatan; 
c. melaksanakan fasil itasi toponimi dan pemetaan wi layah; 
d. meny iapkan bahan penetapan kode dan data kewi layahan; 
e. menyusun bahan kebi jakan pe l impahan sebagian kewenangan Bupa t i 

kepada Camat; 
f. menyusun bahan kebi jakan pengelolaan dana ke lurahan; 
g. melaksanakan moni tor ing dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan 

Adminis t ras i Terpadu Kecamatan (PATEN) 
h . melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebi jakan daerah bidang admin is t ras i kewi layahan;dan 
i . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan 

dan Kerjasama. 

Bagian Keempat 
Bagian Hukum 

Paragraf Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 2 0 

(1) Bagian H u k u m berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 

(2) Bagian H u k u m d ip imp in oleh Kepada Bagian. 

Pasal 21 

Bagian H u k u m mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas Asisten 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terka i t dengan bidang perundang-
undangan, ban tuan h u k u m serta dokumentas i dan informasi . 

Pasal 22 

Bagian H u k u m dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 2 1 , menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan perumusan kebi jakan daerah d i b idang perundang-

undangan, ban tuan h u k u m serta dokumentas i dan informasi ; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian pe rumusan kebi jakan daerah d i b idang 

perundang-undangan, ban tuan h u k u m serta dokumentas i dan informasi ; 



c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah d i d i 
b idang perundang-undangan, ban tuan h u k u m serta dokumentas i dan 
informasi ; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi d i b idang 
perundang-undangan, ban tuan h u k u m serta dokumentas i dan informasi ; dan 

e. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 23 

Bagian H u k u m , t e rd i r i dar i : 
a. Sub Bagian Produk H u k u m Peraturan; 
b. Sub Bagian Produk H u k u m Ketetapan dan Dokumentas i ; dan 
c. Sub Bagian B a n t u a n H u k u m . 

Paragraf Ketiga 
Sub Bagian Produk Hukum Peraturan 

Pasal 24 

(1) Sub Bagian Produk H u k u m Peraturan berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian H u k u m . 

(2) Sub Bagian Produk H u k u m Peraturan d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 25 

(1) Sub Bagian Produk H u k u m Peraturan, melaksanakan sebagian tugas Bagian 
H u k u m yang terkai t dengan penyusunan p roduk h u k u m peraturan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan bahan penyusunan produk h u k u m peraturan; 
b. melaksanakan harmonisas i dan s inkronisasi p roduk h u k u m peraturan; 
c. meny iapkan bahan penjelasan Bupa t i da lam proses penetapan Peraturan 

Daerah; 
d. meny iapkan bahan analisa dan kaj ian p roduk h u k u m peraturan; 
e. melaksanakan pembinaan penyusunan p roduk h u k u m peraturan. 
f. meny iapkan bahan adminis t ras i pengundangan dan autent i f ikas i p roduk 

h u k u m peraturan; 
g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk h u k u m 

peraturan; dan 
h . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian H u k u m 

Paragraf Keempat 
Sub Bagian Produk Hukum Ketetapan dan Dokumentasi 

Pasal 26 

(1) Sub Bagian Produk H u k u m Ketetapan dan Dokumentas i berada d i bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian H u k u m . 

(2) Sub Bagian Produk H u k u m Ketetapan dan Dokumentas i d ip imp in oleh Kepala 
Sub Bagian. 



Pasal 2 7 

(1) Sub Bagian Produk H u k u m Ketetapan dan Dokumentas i , mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bagian H u k u m yang terkai t dengan penyusunan 
produk h u k u m ketetapan dan pendokumentas ian. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan , kebi jakan, pelaksanaan 

kebi jakan pelaksanaan pembinaan u m u m , pelaksanaan kord inas i dan 
fasil itasi, pelaksanaan norma, standar prosedur dan kr i ter ia dan pengkajian 
pemantauan evaluasi dan pelaporan serta harmonisas i pelaksanaan u rusan 
pemer intahan d i b idang penyusunan p roduk h u k u m ketetapan dan 
pendokumentas ian 

b. meny iapkan bahan dan melaksanakan penyusunan bahan penyusunan 
produk h u k u m ketetapan; 

c. melaksanakan inventarisasi dan dokumentas i p roduk h u k u m daerah dan 
pera turan perundang-undangan la innya; 

d. mengh impun serta mengolah data dan in formasi sebagai bahan da lam 
rangka pembentukan kebi jakan daerah; 

e. melaksanakan pengelolaan j a r ingan dokumentas i dan informasi h u k u m , 
f. member ikan pelayanan admin is t ras i in formasi p roduk h u k u m ; 
g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentas i dan informasi 

p roduk h u k u m ; dan 
h . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Paragraf Ke l ima 
Sub Bagian Bantuan Hukum 

Pasal 28 

(1) Sub Bagian B a n t u a n H u k u m berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian H u k u m . 

(2) Sub Bagian B a n t u a n H u k u m d i p i m p i n oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 29 

(1) Sub Bagian Ban tuan H u k u m , mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bagian H u k u m yang terka i t dengan pemberian ban tuan dan 
pert imbangan h u k u m . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan koordinasi permasalahan h u k u m dalam penyelenggaraan 

pemer intahan daerah; 
b. melaksanakan fasil itasi ban tuan h u k u m , konsul tas i h u k u m dan 

pert imbangan h u k u m serta per l indungan h u k u m bagi u n s u r pemer intah 
daerah da lam sengketa h u k u m ba ik d i da lam m a u p u n d i luar pengadilan; 

c. melaksanakan koordinasi dan fasil itasi kerjasama dalam penanganan 
perkara h u k u m ; 

d. melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan per l indungan Hak 
Asasi Manus ia (HAM); 

e. melaksanakan sosialisasi, penyu luhan dan desiminasi p roduk h u k u m 
daerah m a u p u n peraturan perundang-undangan la innya; 

f. menyiapkan bahan penyusunan pendapat h u k u m (legal opinion) ; 
g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap basi l penanganan perkara 

sengketa h u k u m ; dan 
h . melaksanaikan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian H u k u m . 



Bagian Ke l ima 
Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Paragraf Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Pungsi 

Pasal 30 

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. 

(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat d ip imp in oleh Kepala Bagian. 

Pasal 31 

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terkai t dengan keagamaan, 
kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. 

Pasal 32 

Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud 
dalam Pasal 3 1 , menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan pengkoordinasian pe rumusan kebi jakan daerah d i b idang 

keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 
b. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah d i 

b idang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; 
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebi jakan daerah 

terkai t pencapaian t u j u a n kebiajakan, dampak yang t idak d i ing inkan dan 
faktor yang mempengaruhi pencapaian t u j u a n kebi jakan d i bidang keagamaan, 
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan 

d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan Asisten pemer intahan dan 
kesejahteraan rakyat sesuai dengan tugas. 

Paragraf Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 33 

Bagian Kesejahteraan Rakyat, t e rd i r i daxi : 
a. Sub Bagian B ina Mental Sp i r i tua l ; 
b. Sub Bagian Kesejahteraan sosial; dan 
c. Sub Bagian kesejahteraan Kemasyarakatan. 

Paragraf Ketiga 
Sub Bagian Bina Mental Spritual 

Pasal 34 

(1) Sub Bagian B ina Mental Sp i r i tua l berada d i bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. 

(2) Sub Bagian B ina Mental Sp i r i tua l d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 35 

(1) Sub Bagian Sub Bagian B ina Menta l Sp i r i tua l , mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat yang terkai t 
dengan keagamaan. 



(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1),meliputi: 
a. meny iapkan data tentang sarana per ibadatan, sarana pendid ikan agama 

dan pend id ikan keagamaan; 
b. menyiapakan bahan perumusan kebi jakan yang be rhubungan dengan 

sarana per ibadatan, sarana pendid ikan agama dan pendid ikan keagamaan; 
c. meny iapkan bahan koordinasi dengan ins tans i terkai t da lam rangka 

pengembangan sarana per ibadatan sarana pendid ikan agama dan 
pendid ikan keagamaan; 

d. meny iapkan bahan menyusun pe tun juk pelaksanaan d i b idang sarana 
per ibadatan, sarana pendid ikan agama dan pendid ikan keagamaan; 

e. meny iapkan bahan pert imbangan pemberian ban tuan dib idang sarana 
pendid ikan agama dan pendid ikan keagamaan; 

f. mengkoordinasikan,menyiapkan bahan dan me lakukan perumusan 
kebi jakan daerah bidang lembaga dan k e r u k u n a n keagamaan. 

g. meny iapkan dan mengkoordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga 
keagamaan dan k e r u k u n a n u m a t beragama; 

h . me lakukan pembinaan, pe lat ihan, seleksi, dan fasilitasi kegiatan 
keagamaan; 

i . meny iapkan bahan pengolahan data, saran pert imbangan dan penyusunan 
serta koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan 
u m a t beragama dan kerja sama antar lembaga keagamaan; 

j . me lakukan koordinasi l in tas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi 
d i b idang k e r u k u n a n u m a t beragama dan serta kerjasama antar lembaga 
keagamaan; 

k. memfasi l i tasi dan mengkoordinas ikan pelaksanaan kegiatan keagamaan; 
1. memfasi l i tasi dan mengkoordinasikan kegiatan musyawarah antar u m a t 

beragama dan a l i ran kepercayaan; 
m. meny iapkan bahan dan mengkoordinas ikan kegiatan forum k e r u k u n a n 

u m a t beragama dan konsul tas i k e r u k u n a n h idup antar umat beragama 
dan a l i ran kepercayaan; 

n . me lakukan koordinasi kerjasama sosial kemasyarakatan, dan konsul tas i 
penanggulangan secara d i n i masalah dan kasus k e r u k u n a n h idup antar 
u m a t beragama dan a l i ran kepercayaan; 

o. me lakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan k e r u k u n a n umat beragama dan 
a l i ran kepercayaan; 

p. meny iapkan bahan, dan me lakukan pemantauan dan evaluasi kebi jakan 
Daerah b idang lembaga dan k e r u k u n a n keagamaan; dan 

q. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan 
rakyat. 

Paragraf Keempat 
Sub Bagian Kesejahteraan Sosia l 

Pasal 36 

(1) Sub Bagian Kesejahteraan sosial berada d i bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. 

(2) Sub Bagian Kesejahteraan sosial d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 3 7 

(1) Sub Bagian Kesejahteraan sosial, mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat yang terka i t dengan kesejahteraan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan bahan pengkoordinasian pe rumusan kebi jakan pemer intah 

d ib idang sosial, t ransmigrasi , kesehatan, pemberdayaan perempuan, 
per l indungan anak , pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 



b. meny iapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebi jakan pemerintah 
daerah d ib idang sosial, t ransmigrasi , kesehatan, pemberdayaan 
perempuan, per l indungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana; 

c. meny iapkan bahan moni tor ing evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kebi jakan pemer intah daerah d ib idang sosial, t ransmigras i , kesehatan 
pemberdayaan perempuan, per l indungan anak, pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana; 

d. meny iapkan bahan pelayanan admin is t ras i penyelenggaraan u r u s a n 
pemer intah bidang sosial, t ransmigras i , kesehatan, pemberdayaan 
perempuan per l indungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga 
berencana; 

e. meny iapkan bahan fasil itasi pemberian h i bah kepada badan/lembaga 
ormas, kelompok masyarakat; 

f. meny iapkan bahan pembinaan moni to r ing evaluasi pelaksanaan h ibah 
kepada badan/lembaga; dan 

g. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan 
Rakyat. 

Paragraf Ke l ima 
Sub Bagian Kesejahteraan Kemasyarakatan 

Pasal 38 

(1) Sub Bagian Kesejahteraan Kemasyarakatan berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. 

(2) Sub Bagian kesejahteraan Kemasyarakatan d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 39 

(1) Sub Bagian kesejahteraan Kemasyarakatan, mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat yang terkai t dengan 
kemasyarakatan. 

(2) Ura ian tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan bahan pengkoordinasian pe rumusan kebi jakan pemerintah 

daerah d i b idang pendid ikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga; 
b. meny iapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebi jakan pemer intah 

daerah d i b idang pendid ikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga; 
c. meny iapkan bahan moni tor ing evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kebi jakan pemer intah daerah d ib idang pendid ikan, kebudayaan, 
kepemudaan dan olahraga; 

d. meny iapkan bahan pelayanan admin is t ras i penyelenggaraan u r u s a n 
pemer intah bidang pendid ikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga; 
dan 

e. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan 
Rakyat. 

BAB IV 
AS ISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 

Bagian Kesa tu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 4 0 

(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris Daerah. 

(2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan d ip imp in oleh Asisten. 



Pasal 41 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunya i tugas memban tu Sekretaris 
Daerah terkai t perekonomian, pembangunan,serta pengadaan barang/ jasa. 

Pasal 42 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan da lam melaksanakan tugas 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 4 1 , menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan kebi jakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan 

tugas organisasi perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebi jakan daerah dan pelayanan admin is t ra t i f perekonomian; 

b. pengoordinasian penyusunan kebi jakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan 
tugas organisasi perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebi jakan daerah dan pelayanan admin is t ra t i f pembangunan; 

c. pengoordinasian penyusunan kebi jakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan 
tugas organisasi perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebi jakan daerah dan pelayanan admin is t ra t i f pengadaan barang/ jasa; dan 

d. pelaksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 43 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan, te rd i r i da r i : 
a. Bagian Perekonomian; 
b. Bagian Adminis t ras i Pembangunan; dan 
c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa. 

Bagian Ketiga 
Bagian Perekonomian 

Paragraf Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 44 

(1) Bagian Perekonomian berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Asisten Perekonomian dan Pembangunan. 

(2) Bagian Perekonomian d ip imp in oleh Kepala Bagian. 

Pasal 45 

Bagian Perekonomian mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas Asisten 
Perekonomian dan Pembangunan yang terka i t dengan perekonomian, badan 
usaha m i l i k daerah dan sumber daya alam. 

Pasal 46 

Bagian Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 45, menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian dan fasil itasi pe rumusan kebi jakan daerah d i b idang 

perekonomian, pembinaan BUMD dan BLUD, dan Sumber Daya Alam. 
b. pengoordinasian dan fasil itasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah d i b idang 

perekonomian, pembinaan Badan Usaha M i l i k Daerah dan Badan Layanan 
U m u m Daerah, dan Sumber Daya Alam. 



c. pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebi jakan daerah terkai t pencapaian 
t u j u a n kebi jakan, dampak yang d i t imbu lkan , dan faktor yang memengaruhi 
pencapaian t u j u a n kebi jakan, d i b idang perekonomian, pembinaan Badan 
Usaha Mi l i k Daerah dan Badan Layanan U m u m Daerah, dan Sumber Daya 
Alam; dan 

d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan Asisten perekonomian dan 
pembangunan. 

Paragraf Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 4 7 

Bagian Perekonomian, terd i r i dar i : 
a. Sub Bagian Perekonomian; 
b. Sub Bagian Badan Usaha M i l i k 

Daerah; dan 
c. Sub Bagian Sumber Daya Alam. 

Daerah dan Badan Layanan U m u m 

Paragraf Ketiga 
Sub Bagian Perekonomian 

Pasal 48 

(1) Sub Bagian Perekonomian berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Perekonomian. 

(2) Sub Bagian Perekonomian d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 49 

(1) Sub Bagian Perekonomian mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Bagian Perekonomian yang terkai t dengan perekonomian. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun bahan dan data serta anal isa d i b idang pengembangan 

pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi, U M K M , per indust r ian , dan 
perdagangan, serta inf lasi daerah; 

b. menyusun bahan perumusan kebi jakan d i b idang pengembangan 
pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi, UMKM, per indust r ian , dan 
perdagangan, serta inflasi daerah; 

c. melaksanakan koordinasi dengan ins tans i terka i t terhadap pelaksanaan 
kegiatan d i b idang pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi, 
UMKM, per indust r ian , dan perdagangan, serta inf lasi daerah; 

d. menyusun bahan penyusunan pe tun juk pelaksanaan dan pedoman u m u m 
d i b idang pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi, UMKM, 
per indust r ian , dan perdagangan, serta inf lasi daerah; 

e. melaksanaakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan d i b idang 
pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif , koperasi, UMKM, 
per indust r ian , dan perdagangan, serta inf lasi daerah; 

f. melaksanakan fasil itasi dan pembinaan kegiatan d i bidang pengembangan 
pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi, U M K M , per indust r ian , dan 
perdagangan, serta Inflasi Daerah; dan 

g. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian 
Perekonomian. 



Paragraf Keempat 
Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah 

Pasal 50 

(1) Sub Bagian Badan Usaha M i l i k Daerah dan Badan Layanan U m u m Daerah 
berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian. 

(2) Sub Bagian Badan Usaha Mi l i k Daerah dan Badan Layanan U m u m Daerah 
d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 51 

(1) Sub Bagian Badan Usaha Mi l i k Daerah dan Badan Layanan U m u m Daerah, 
mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Perekonomian yang 
terkai t dengan badan usaha m i l i k daerah dan badan layanan u m u m daerah. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan dan menyusun bahan pe rumusan kebi jakan pengelolaan 

Badan Usaha Mi l i k Daerah, Badan Layanan U m u m Daerah, dan Badan 
Usaha M i l i k Desa; 

b. meny iapkan dan menyusun bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha 
M i l i k Daerah, Badan Layanan U m u m Daerah dan Badan Usaha Mi l i k 
Desa; 

c. meny iapkan dan menyusun bahan penyusunan pe tun juk pelaksanaan dan 
pedoman u m u m pengelolaan Badan Usaha M i l i k Daerah, Badan Layanan 
U m u m Daerah dan Badan Usaha M i l i k Desa; 

d. melaksanakan koordinasi dengan instans i terkai t terhadap pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan Badan Usaha M i l i k Daerah, Badan Layanan U m u m 
Daerah dan Badan Usaha M i l i k Desa; 

e. me lakukan moni to r ing dan evaluasi Badan Usaha Mi l ik Daerah, Badan 
Layanan U m u m Daerah; 

f. melaksanakan fasil itasi dan koordinasi Badan Usaha Mi l i k Desa; dan 
g. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian 

Perekonomian. 

Paragraf Ke l ima 
Sub Bagian Sumber Daya Alam 

Pasal 52 

(1) Sub Bagian Sumber Daya A lam berada d i bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Perekonomian. 

(2) Sub Bagian Sumber Daya A lam d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 53 

(1) Sub Bagian Sumber Daya A lam melaksanakan sebagian tugas Bagian 
Perekonomian yang terka i t dengan sumber daya a lam. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1),meliputi: 
a. menyusun bahan dan data serta anal isa d i b idang pertanian, perkebunan, 

ke tahanan pangan, peternakan, per ikanan, energi sumber daya minera l , 
l ingkungan h i d u p dan kehutanan ; 

b. menyusun bahan perumusan kebi jakan d i b idang pertanian, perkebunan, 
ketahanan pangan, peternakan, per ikanan, energi sumber daya minera l , 
l ingkungan h idup dan kehutanan ; 

c. melaksanakan koordinasi dengan ins tans i terka i t terhadap pelaksanaan 
kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, 
per ikanan, energi sumber daya minera l , l ingkungan h idup dan kehutanan ; 



d. menyusun pe tun juk pelaksanaan dan pedoman u m u m kegiatan pertanian, 
perkebunan, ke tahanan pangan, peternakan, per ikanan, energi sumber 
daya minera l , l ingkungan h i d u p dan kehutanan ; 

e. memfasi l i tasi dan pembinaan d i bidang per tanian, perkebunan, ke tahanan 
pangan, peternakan, per ikanan, energi sumber daya minera l , l ingkungan 
h i d u p dan kehutanan ; 

f. melaksanakan fasil itasi pemantauan dan evaluasi serta pelaporan d i 
b idang per tanian, perkebunan, ke tahanan pangan, peternakan, per ikanan, 
energi sumber daya minera l , l ingkungan h i d u p dan kehutanan ; dan 

g. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian 
Perekonomian. 

Bagian Keempat 
Bagian Administrasi Pembangunan 

Paragraf Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 54 

(1) Bagian Admin is t ras i Pembangunan berada d i bawah dan bertanggung jawab 
kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan. 

(2) Bagian Adminis t ras i Pembangunan d ip imp in oleh Kepala Bagian. 

Pasal 55 

Bagian Admin is t ras i Pembangunan mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang terka i t dengan penyusunan 
pogram,pengendalian program, serta perencanaan evaluasi dan pelaporan. 

Pasal 56 

Bagian Adminis t ras i Pembangunan da lam melaksanakan tugas sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 55, menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan bahan pengoordinasian pe rumusan kebi jakan daerah dib idang 

penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; 
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah 

dib idang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan 
pelaporan; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebi jakan daerah 
terkai t pencapaian t u j u a n kebi jakan, dampak yang t idak d i ing inkan, dan 
faktor yang mempengaruhi pencapaian t u j u a n kebi jakan dib idang 
penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; 

d. pelaksanaan tata kelola perencanaan, penganggaran dan kinerja Perangkat 
Daerah Sekretariat Daerah; dan 

e. pelaksanaan fungsi l a in yang d iber ikan Asisten perekonomian dan 
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Paragraf Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 57 

Susunan Organisasi Bagian Admin is t ras i Pembangunan, terd i r i dar i : 
a. Sub Bagian Penyusunan Program; 
b. Sub Bagian Pengendalian Program; dan 
c. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan . 



Paragraf Ketiga 
Sub Bagian Penjrusunan Program 

Pasal 58 

(1) Sub Bagian Penyusunan Program berada d i bawab dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Adminis t ras i Pembangunan. 

(2) Sub Bagian Penyusunan Program d ip imp in oleb Kepala Sub Bagian. 

Pasal 59 

(1) Sub Bagian Penyusunan Program melaksanakan sebagian tugas Bagian 
Adminis t ras i Pembangunan yang terka i t dengan penyusunan program. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan penyiapan baban pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan 

kebi jakan, pelaksanaan pembinaan u m u m , pelaksanaan koordinasi dan 
fasil itasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kr i ter ia , pengkajian, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisas i pelaksanaan 
u rusan pemer intahan d i b idang penyusunan program; 

b. melaksanakan penyiapan bahan pe rumusan kebi jakan, koordinas i dan 
fasil itasi, pelaksanaan norma dan standar (Analisis Standar Belanja dan 
Standar Harga Satuan) dalam rangka mempers iapkan program 
pembangunan daerah; 

c. menyusun pedoman, pe tun juk teknis dan pe tun juk pelaksanaan pelaporan 
program pembangunan daerah; 

d. menyusun mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah; 
e. melaksanakan peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan pembangunan; 
f. menel i t i dokumen pelaksanaan kegiatan pembangunan; 
g. melaksanakan koordinasi dengan pemer intah pusat, provinsi dan 

kabupaten ko ta la in serta p ihak ketiga (perguruan t inggi dan swasta) da lam 
rangka penyusunan sinergitas program pembangunan daerah; 

h . menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian; 
i . melaksanakan koordinasi dan fasil itasi penyusunan program pembangunan 

da lam rangka mengurangi resiko dan kerug ian p ihak la in da lam rangka 
kelancaran program pembangunan daerah; dan 

j . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bagian Adminis t ras i 
Pembangunan. 

Paragraf Keempat 
Sub Bagian Pengendalian Program 

Pasal 60 

(1) Sub Bagian Pengendalian Program berada d i bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Adminis t ras i Pembangunan. 

(2) Sub Bagian Pengendalian Program d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 61 

(1) Sub Bagian Pengendalian Program mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bagian Adminis t ras i Pembangunan yang terkai t dengan pengendalian 
program. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan penyiapan bahan pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan 

kebi jakan, pelaksanaan pembinaan u m u m , pelaksanaan koordinasi dan 
fasil itasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kr i ter ia , pengkajian, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisas i pelaksanaan 
u r u s a n pemer intahan d i b idang pengendalian program; 



b. melaksanakan koordinasi , fasil itasi dan analisa rencana kegiatan 
pengendalian program pembangunan; 

c. menyusun pedoman, pe tun juk teknis dan pe tun juk pelaksanaan 
pembangunan dalam rangka pengendalian program pembangunan daerab 

d. melaksanakan koordinasi dengan berbagai p ibak da lam rangka mengurangi 
t ingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan program baik oleb 
pemer intah m a u p u n swasta d ib idang prasarana wi layah; 

e. melaksanakan pembinaan dan fasil itasi da lam rangka pengendalian 
pelaksanaan program; 

f. mengumpulkan , mengh impun , menel i t i , mengevaluasi dan menganalisis 
laporan pelaksanaan program pembangunan daerah Kabupaten Pacitan d i 
b idang prasarana wi layah; 

g. mengumpu lkan , mengh impun dan mengolah data dan informasi serta 
melaksanakan moni tor ing dan pemantauan pelaksanaan kegiatan 
pembangunan yang dibiayai dar i anggaran pendapatan belanja provinsi dan 
anggaran pendapatan belanja negara; dan 

b. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bagian Administras i 
Pembangunan. 

Paragraf Ke l ima 
Sub Bagian Perencanaan Eva luas i Dan Pelaporan 

Pasal 62 

(1) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan berada d i bawab dan 
bertanggung j awab kepada Kepala Bagian Admin is t ras i Pembangunan. 

(2) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan d ip imp in oleb Kepala Sub 
Bagian. 

Pasal 63 

(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bagian Admin is t ras i Pembangunan yang terkai t 
dengan perencanaan evaluasi dan pelaporan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan penyiapan baban pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan 

kebi jakan, pelaksanaan pembinaan u m u m , pelaksanaan koordinasi dan 
fasil itasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kr i ter ia , pengkajian, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisas i pelaksanaan 
u rusan pemer intahan d i b idang perencanaan evaluasi dan pelaporan; 

b. mengumpulkan , mengh impun , menyusun , mengolah data dan informasi 
serta tata kelola dan pelaporan Sekretariat TEPRA Kabupaten Pacitan; 

c. menyusun pedoman, pe tun juk teknis dan pe tun juk pelaksanaan 
moni tor ing dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerab; 

d. melaksanakan koordinasi dan fasil itasi da lam rangka pelaksanaan 
moni to r ing dan evaluasi program pembangunan daerab; 

e. mencatat, menyusun rekomendasi dan men indak lan ju t i bas i l t emuan 
moni to r ing dan evaluasi program pembangunan daerab; 

f. mengolah dan menyaj ikan data bas i l evaluasi pelaksanaan program 
pembangunan daerab; 

g. mengumpu lkan , mengh impun , menyusun , mengolah data dan informasi 
serta tata kelola perencanaan Perangkat Daerab Sekretariat Daerab 
(RENSTRA, RKPD, RENJA, RKP); 

b. mengumpu lkan , mengh impun, menyusun , mengolah data dan informasi 
serta ta ta kelola penganggaran Perangkat Daerab Sekretariat Daerab (RKA, 
DPA); 



i . mengumpu lkan , mengh impun dan mengolah data dan informasi yang 
berhubungan dengankinerja Sekretariat Daerab (Perjanjian Kinerja, 
Capaian Kinerja dan LKj.IP); dan 

j . melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleb Kepala Bagian Admnist ras i 
Pembangunan. 

Bagian Ke l ima 
Bagian Pengadaan Barang/Jasa 

Paragraf Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 64 

(1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa berada d i bawab dan bertanggung jawab 
kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan. 

(2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa d i p imp in oleb Kepala Bagian. 

Pasal 65 

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang terkai t dengan moni tor ing , 
evaluasi dan pengembangan sumber daya manus ia , pengadaan barang/jasa, 
layanan pengadaan secara elektronik. 

Pasal 66 

Bagian Pengadaan Barang/Jasa da lam melaksanakan tugas sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 65, menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan kebi jakan daerab, pengoordinasian pelaksanaan 

tugas organisasi perangkat daerab, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebi jakan daerab dan pelayanan admin is t ra t i f moni tor ing , evaluasi dan 
pengembangan sumber daya manus ia ; 

b. pengoordinasian penyusunan kebi jakan daerab, pengoordinasian pelaksanaan 
tugas organisasi perangkat daerab, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebi jakan daerab dan pelayanan admin is t ra t i f pengadaan barang/ jasa; 

c. pengoordinasian penyusunan kebi jakan daerab, pengoordinasian pelaksanaan 
tugas organisasi perangkat daerab, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebi jakan daerab dan pelayanan admin is t ra t i f layanan pengadaan secara 
elektronik; 

d. pelaksanaan fungsi Un i t Kerja Pengadaan Barang/Jasa d i L ingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pacitan; dan 

e. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 67 

Bagian Pengadaan Barang/Jasa, te rd i r i dar i : 
a. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa; 
b. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; dan 
c. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik . 



Paragraf Ketiga 
Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa 

Pasal 68 

(1) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa berada d i 
bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa. 

(2) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa d ip imp in oleb 
Kepala Sub Bagian. 

Pasal 69 

(1) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunya i 
tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang 
terkai t dengan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan penyiapan baban pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan 

kebi jakan, pelaksanaan pembinaan u m u m , pelaksanaan koordinasi dan 
fasil itasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kr i ter ia , pengkajian, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisas i pelaksanaan 
u rusan pemer intahan d i b idang moni tor ing , evaluasi dan pengembangan 
sumber daya manus ia ; 

b. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi 
Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan pera turan perundang-undangan; 

c. menyusun program kegiatan, ketatausabaan, evaluasi dan pelaporan 
pengelolaan pengadaan barang/jasa; 

d. mengoordinasikan dengan organisasi perangkat daerab d i l ingkungan 
Pemerintahan Kabupaten u n t u k mengh impun Rencana U m u m Pengadaan 
Barang/Jasa d i l ingkungan Pemerintahan Kabupaten dan mengumumkan 
d i Portal Pengadaan Nasional mela lu i Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik Kabupaten; 

e. mengelola manajemen pengetabuan pengadaan barang/jasa, 
menyebar luaskan strategi, kebi jakan standar, sistem dan prosedur 
pengadaan barang/jasa; 

f. mengembangkan membina Sumber Daya Manus ia d i b idang pengadaan 
barang/ jasa, membina bubungan dengan para pemangku kepentingan dan 
bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemer intah, t e rutama para 
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ; 

g. member ikan b imbingan teknis , pendampingan, dan/atau konsul tas i proses 
pengadaan barang/jasa pemer intah d i l ingkungan pemer intah kabupaten 
dan desa; 

h. melaksanakan b imbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsul tas i 
penggunaan se lurub sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, 
antara l a in SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SlKaP; 

i . me laksankan pengelolaan dan pengukuran t ingkat kematangan UKPBJ; 
j . me laksanakan analisis beban kerja UKPBJ; 
k. mengelola personil UKPBJ; 
I. mengembangkan sistem insent i f personel UKPBJ; 
m. memfasi l i tasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara 

elektronik; 
n. mengelola dan mengukur k iner ja pengadaan barang/jasa pemer intah; 
o. member ikan layanan penyelesaian sengketa kon t rak mela lu i mediasi; dan 
p. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bagian Pengadaan 

Barang/Jasa. 



Paragraf Keempat 
Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ J a s a 

Pasal 70 

(1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa berada d i bawab dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa. 

(2) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa d ip imp in oleb Kepala Sub 
Bagian. 

Pasal 71 

(1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang terka i t 
dengan pengelolaan pengadaan barang/ jasa. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan penyiapan baban pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan 

kebi jakan, pelaksanaan pembinaan u m u m , pelaksanaan koordinasi dan 
fasil itasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kr i ter ia , pengkajian, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisas i pelaksanaan 
u r u s a n pemer intahan d i b idang pengadaan barang/ jasa; 

b. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/ 
Jasasesuai dengan pera turan perundang-undangan; 

c. meny iapkan baban koordinas i dengan kelompok kerja pengadaan barang/ 
jasa da lam tugas pokok dan menyusun rencana pelaksanaan pengadaan 
barang/ jasa; 

d. melaksanakan pengb impunan se lurub kegiatan pelelangan dengan 
berkoordinasi pada setiap organisasi perangkat daerab d i l ingkungan 
Pemerintah Kabupaten u n t u k selanjutnya menjadi tugas dan tanggung 
jawab Kelompok Kerjadalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa; 

e. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/ jasa; 
f. melaksanakan pemi l ihan penyedia barang/ jasa; 
g. menyusun dan mengelola katalog e lektronik l oka l/ sektoral; 
b. menyusun jadwa l dan menetapkan ta ta cara pelaksanaan pengadaan; 
i . me laksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/ 

jasa pemer intah; 
j . me lakukan pengusulan tenaga ah l i da lam ba l pengadaan barang/ jasa 

bersifat k b u s u s a tau memer lukan keabl ian k b u s u s yang berasal dar i 
pegawai negeri a t a u p u n swasta; dan 

k. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bagian Pengadaan 
Barang/Jasa. 

Paragraf Ke l ima 
Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara E lektronik 

Pasal 72 

(1) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara E lektronik berada d i 
bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan 
Barang/Jasa. 

(2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik d ip imp in oleb 
Kepala Sub Bagian. 

Pasal 73 

(1) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunya i 
tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang 
terkai t dengan pengelolaan layanan pengadaan secara e lektronik. 



(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan penyiapan baban pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan 

kebi jakan, pelaksanaan pembinaan u m u m , pelaksanaan koordinasi dan 
fasil itasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kr i ter ia , pengkajian, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisas i pelaksanaan 
u r u s a n pemer intahan d i bidang pengelolaan layanan pengadaan secara 
elektronik; 

b. meny iapkan baban penyusunan program kegiatan pengelolaan pengadaan 
barang/ jasa secara e lektronik d i l ingkungan Pemerintah Kabupaten; 

c. meny iapkan baban penyusunan ketatausabaan pengelolaan pengadaan 
barang/ jasa secara e lektronik d i l ingkungan Pemerintah Kabupaten; 

d. meny iapkan baban penyusunan evaluasi dan pelaporan pengelolaan 
pengadaan barang/jasa secara e lektronik d i l ingkungan Pemerintah 
Kabupaten; 

e. mengelola sistem pengadaan secara e lektronik dan in f ras t ruk turnya ; 
f. melaksanakan registrasi dan verif ikasi pengguna sistem Pengadaan Secara 

Elektronik; 
g. mengidenti f ikasi k e b u t u b a n pengembangan sistem informasi ; 
b. melaksanakan pelayanan pelat ihan dan d u k u n g a n teknis pengoperasian 

Sistem Pengadaan Secara Elektronik ; dan 
i . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bagian Pengadaan 

Barang/Jasa 

BAB V 
AS ISTEN ADMINISTRASI UMUM 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Pungsi 

Pasal 74 

(1) Asisten Adminis t ras i U m u m berada d i bawab dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris Daerab. 

(2) Asisten Adminis t ras i U m u m d ip imp in oleb Asisten. 

Pasal 75 

Asisten Adminis t ras i U m u m mempunya i tugas membantu Sekretaris Daerab 
terkai t u m u m , organisasi, protokol dan komun ikas i p imp inan . 

Pasal 76 

Asisten Adminis t ras i U m u m dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud 
dalam Pasal 75, menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan kebi jakan daerab, pengoordinasian pelaksanaan 

tugas organisasi perangkat daerab, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebi jakan daerab dan pelayanan admin is t ra t i f u m u m ; 

b. pengoordinasian penyusunan kebi jakan daerab, pengoordinasian pelaksanaan 
tugas organisasi perangkat daerab, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebi jakan daerab dan pelayanan admin is t ra t i f organisasi; 

c. pengoordinasian penyusunan kebi jakan daerab, pengoordinasian pelaksanaan 
tugas organisasi perangkat daerab, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebi jakan daerab dan pelayanan admin is t ra t i f protokol dan komun ikas i 
p imp inan ; dan 

d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleb Sekretaris Daerab sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 



Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 77 

Asisten Adminis t ras i U m u m , t e rd i r i dar i : 
a. Bagian U m u m ; 
b. Bagian Organisasi; dan 
c. Bagian Protokol dan Komunikas i P impinan. 

Bagian Ketiga 
Bagian Umum 

Paragraf Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 78 

(1) Bagian U m u m berada d i bawab dan bertanggung jawab kepada Asisten 
Adminis t ras i U m u m . 

(2) Bagian U m u m d ip imp in oleb Kepala Bagian. 

Pasal 79 

Bagian U m u m mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas Asisten 
Adminis t ras i U m u m yang terka i t dengan ta ta usaba p imp inan , staf ab l i dan 
kepegawaian, keuangan, r u m a b tangga dan perlengkapan. 

Pasal 80 

Bagian U m u m dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 79, menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan kebi jakan daerab, pengoordinasian pelaksanaan 

tugas organisasi perangkat daerab, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebi jakan daerab dan pelayanan admin is t ra t i f ta ta usaba p imp inan , staf ab l i 
dan kepegawaian 

b. pengoordinasian penyusunan kebi jakan daerab, pengoordinasian pelaksanaan 
tugas organisasi perangkat daerab, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebi jakan daerab dan pelayanan admin is t ra t i f keuangan; 

c. pengoordinasian penyusunan kebi jakan daerab, pengoordinasian pelaksanaan 
tugas organisasi perangkat daerab, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebi jakan daerab dan pelayanan admin is t ra t i f rumab tangga dan 
perlengkapan; dan 

d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan Asisten adminis tras i u m u m sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 81 

Bagian U m u m , te rd i r i dar i : 
a. Sub Bagian Tata Usaba P impinan, Staf Ab l i dan Kepegawaian; 
b. Sub Bagian Keuangan; dan 
c. Sub Bagian Rumab Tangga dan Perlengkapan. 



Paragraf Ketiga 
Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Sta f Ahl i dan Kepegawaian 

Pasal 82 

(1) Sub Bagian Tata Usaba P impinan, Staf Ab l i dan Kepegawaian berada d i bawab 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian U m u m . 

(2) Sub Bagian Tata Usaba P impinan, Staf Ab l i dan Kepegawaian d ip imp in oleb 
Kepala Sub Bagian. 

Pasal 83 

(1) Sub Bagian Tata Usaba P impinan, Staf Ab l i dan Kepegawaian, mempunya i 
tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian U m u m yang terka i t dengan tata 
usaba p imp inan , staf ab l i dan kepegawaian. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan penyiapan baban pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan 

kebi jakan, pelaksanaan pembinaan u m u m , pelaksanaan koordinasi dan 
fasil itasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kr i ter ia , pengkajian, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta barmonisas i pelaksanaan 
u rusan pemer intahan d i b idang tata usaba dan kepegawaian; 

b. menyelenggarakan u r u s a n layanan admin is t ras i u m u m ; 
c. melaksanakan u r u s a n layanan adminis tras i B u p a t i dan Waki l Bupa t i ; 
d. melaksanakan u rusan layanan adminis tras i Sekretaris Daerab dan Asisten; 
e. melaksanakan u r u s a n layanan adminis t ras i Staf Ab l i Bupat i ; 
f. melaksanakan u rusan persuratan dan ekspedisi l i ngkup kesekretariatan 

daerab; 
g. melaksanakan pengelolaan u r u s a n kepegawaian d i l ingkungan Sekretariat 

Daerab; 
b. menyiapkan baban pelaksanaan koordinasi , fasi l itasi dan penyelenggaraan 

rapat-rapat dinasdengan instans i terkai t serta; 
i . menyiapkan baban perumusan kebi jakan dan fasil itasi pelaksanaan 

pembinaan dan pengelolaan admin is t ras i dan kearsipan Sekretariat Daerab 
dan pemer intah daerab; dan 

j . meny iapkan baban penyusunan program kerja, pelaporan, r u m a b tangga 
dan u r u s a n tata usaba Bagian; dan 

k. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bagian u m u m . 

Paragraf Keempat 
Sub Bagian Keuangan 

Pasal 84 

(1) Sub Bagian Keuangan berada d i bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian U m u m . 

(2) Sub Bagian Keuangan d ip imp in oleb Kepala Sub Bagian. 

Pasal 85 

(1) Sub Bagian Keuangan, mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Bagian U m u m yang terka i t dengan keuangan. 



(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan penyiapan baban pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan 

kebi jakan, pelaksanaan pembinaan u m u m , pelaksanaan koordinasi dan 
fasil itasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kr i ter ia , pengkajian, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta barmonisas i pelaksanaan 
u r u s a n pemer intahan d i b idang keuangan; 

b. melaksanakan pengelolaan anggaran Sekretariat Daerab; 
c. melaksanakan perbendabaraan dan gaji Sekretariat Daerab; 
d. melaksanakan verif ikasi dan akun tans i Sekretariat Daerab; 
e. melaksanakan pelaporan keuangan Sekretariat Daerab; dan 
f. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bagian U m u m . 

Paragraf Ke l ima 
Sub Bagian Rumab Tangga dan Perlengkapan 

Pasal 86 

(1) Sub Bagian Rumab Tangga dan Perlengkapan berada d i bawab dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian U m u m . 

(2) Sub Bagian Rumab Tangga dan Perlengkapan d ip imp in oleb Kepala Sub 
Bagian. 

Pasal 87 

(1) Sub Bagian Rumab Tangga dan Perlengkapan melaksanakan sebagian tugas 
Bagian U m u m yang terkai t dengan r u m a b tangga dan perlengkapan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan penyiapan baban pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan 

kebi jakan, pelaksanaan pembinaan u m u m , pelaksanaan koordinasi dan 
fasil itasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kr i ter ia , pengkajian, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta barmonisas i pelaksanaan 
u rusan pemer intahan d i b idang r u m a b tangga dan perlengkapan; 

b. melaksanakan perencanaan dan pengadaan perlengkapan d i l ingkungan 
Sekretariat Daerab serta perlengkapan sarana dan prasarana f isik kantor 
Sekretariat Daerabdan r u m a b dinas; 

c. melaksanakan perawatan dan pemel ibaraan sarana dan prasarana f isik 
d i l ingkungan Sekretariat Daerab; 

d. melaksanakan perawatan dan pemel ibaraan sarana dan prasarana f isik 
rumab dinas p imp inan ; 

e. me lakukan pengelolaan r u m a b tangga kantor , r u m a b jaba tan , penyiapan 
sarana rapat-rapat, persiapan sarana upacara, dan u rusan perjalanan 
dinas; 

f. menyusun program kerja, pelaporan, r u m a b tangga dan urusan tata usaba 
Sub Bagian; 

g. meny iapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang 
m i l i k daerab; dan 

b. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bagian U m u m . 



Bagian Keempat 
Bagian Organisasi 

Paragraf Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Pungsi 

Pasal 88 

(1) Bagian Organisasi berada d i bawab dan bertanggung jawab kepada Asisten 
Adminis t ras i U m u m . 

(2) Bagian Organisasi d i p imp in oleb Kepala Bagian. 

Pasal 89 

Bagian Organisasi mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas Asisten 
Adminis t ras i U m u m yang terka i t dengan kelembagaan dan analisis j aba tan , tata 
laksana dan pelayanan pub l ik , serta kiner ja dan reformasi b i rokras i . 

Pasal 90 

Bagian Organisasi da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 89, menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan kebi jakan daerab, pengoordinasian pelaksanaan 

tugas organisasi perangkat daerab, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebi jakan daerab dan pelayanan admin is t ra t i f kelembagaan dan analisis 
j aba tan ; 

b. pengoordinasian penyusunan kebi jakan daerab, pengoordinasian pelaksanaan 
tugas organisasi perangkat daerab, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebi jakan daerab dan pelayanan admin is t ra t i f ta ta laksana danpelayanan 
pub l ik ; 

c. pengoordinasian penyusunan kebi jakan daerab, pengoordinasian pelaksanaan 
tugas organisasi perangkat daerab, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebi jakan daerab dan pelayanan admin is t ra t i f k iner ja dan reformasi b i rokras i ; 
dan 

d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan Asisten adminis tras i u m u m sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 91 

Susunan Organisasi Bagian Organisasi, t e rd i r i dar i : 
a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan ; 
b. Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publ ik; dan 
c. Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokras i . 

Paragraf Ketiga 
Sub Bagian Kelembagaan dan Anal is is Jabatan 

Pasal 92 

(1) Sub Bagian Kelembagaan dan Anal is is Jaba tan berada d i bawab dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi. 

(2) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jaba tan d ip imp in oleb Kepala Sub 
Bagian. 



Pasal 93 

(1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan melaksanakan sebagian tugas 
Bagian Organisasi yang terka i t dengan kelembagaan dan analisis j aba tan . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan penyiapan baban pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan 

kebi jakan, pelaksanaan pembinaan u m u m , pelaksanaan koordinasi dan 
fasil itasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kr i ter ia , pengkajian, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta barmonisas i pelaksanaan 
u r u s a n pemer intaban d i b idang kelembagaan dan analisis j aba tan ; 

b. menyusun baban evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan u n i t 
pelaksana teknis daerab; 

c. meny iapkan baban penyusunan ura ian j aba tan Sekretariat Daerab; 
d. meny iapkan baban analisis dan evaluasi j aba tan (perbitungan 

gfrading/peringkat jabatan) d i l ingkungan Pemerintab Kabupaten; 
e. menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ); 
f. meny iapkan baban penyusunan peta j aba tan (job mapping] perangkat 

daerab; 
g. menyiapkan baban dalam rangka analisis beban kerja Perangkat Daerab; 
b. menyusun program kerja, pelaporan, r u m a b tangga dan u rusan tata usaba 

Sub Bagian; 
i . menyusun prof i l kelembagaan Perangkat Daerab;dan 

j . melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleb Kepala Bagian Organisasi. 

Paragraf Keempat 
Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik 

Pasal 94 

(1) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanaii Publ ik berada d i bawah dan 
bertanggung j awab kepada Kepala Bagian Organisasi. 

(2) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publ ik d ip imp in oleb Kepala Sub 
Bagian. 

Pasal 95 

(1) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publ ik mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bagian Organisasi yang terkai t dengan tata 
laksana dan pelayanan pub l ik . 

(2) Ura ian tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan penyiapan bahan pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan 

kebi jakan, pelaksanaan pembinaan u m u m , pelaksanaan koordinasi dan 
fasil itasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kr i ter ia , pengkajian, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta barmonisas i pelaksanaan 
u r u s a n pemer intaban d i b idang tata laksana dan pelayanan pub l ik ; 

b. mengumpu lkan dan menganalisis data baban penyusunan program dan 
kebi jakan teknis bidang tata laksana dan pelayanan pub l ik ; 

c. meny iapkan baban pembinaan serta b imbingan teknis d i bidang 
ketatalaksanaan dan pelayanan pub l i k bagi u n i t 
kerja/organisasiPerangkat Daerab d i l ingkungan Pemerintab Daerab; 

d. melaksanakan sosialisasi dan fasil itasi penyusunan Standar Pelayanan; 
e. meny iapkan baban moni to r ing dan evaluasi pelayanan pub l ik ; 
f. melaksanakan koordinasi dan fasil itasi inovasi pelayanan pub l ik ; 
g. melaksanakan fasil itasi pengembangan budaya kerja organisasi perangkat 

daerab; 
b. meny iapkan baban penyusunan, mon i to r ing dan evaluasi pedoman 

prosedur kerja (Standard OperatingProcedures) dan ins t ruks i kerja (Manual 
Instruction) organisasi perangkat daerab; 



i . menyusun rancangan pedoman ta ta naskah dinas d i l ingkungan 
Pemerintah Daerah; 

j . menyusun rancangan pedoman penggunaan seragam dinas dan a t r i bu t 
dinas d i l ingkungan Pemerintab daerab; 

k. melaksanakan fasil itasi penyusunan peta proses bisnis d i l ingkungan 
Pemerintab Daerab; 

1. menyusun pedoman pola bubungan kerja; dan 
m. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bagian Organisasi. 

Paragraf Ke l ima 
Sub Bagian Kiner ja dan Reformasi Birokrasi 

Pasal 96 

(1) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi B i rokras i berada d i bawab dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bagian Organisasi. 

(2) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi B i rokras i d i p imp in oleb Kepala Sub Bagian. 

Pasal 9 7 

(1) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi B i rokras i mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bagian Organisasi yang terka i t dengan pengembangan kiner ja 
dan reformasi b i rokras i 

(2) Ura ian tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan penyiapan baban pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan 

kebi jakan, pelaksanaan pembinaan u m u m , pelaksanaan koordinasi dan 
fasil itasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kr i ter ia , pengkajian, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta barmonisas i pelaksanaan 
u r u s a n pemer intaban d i b idang kiner ja dan reformasi b irokras i ; 

b. mengumpu lkan dan menganalisis data baban penyusunan program dan 
kebi jakan teknis bidang kinerja; 

c. meny iapkan baban fasil itasi penyusunan konsep Sistem Akuntab i l i tas 
Kinerja Instans i Pemerintab(SAKIP) Pemerintab Kabupaten; 

d. meny iapkan baban fasil itasi koordinasi dan moni tor ing penyusunan 
Sistem Akuntab i l i tas Kinerja Instansi Pemerintab(SAKlP) organisasi 
perangkat daerab; 

e. menyusun konsep program dan kebi jakan teknis pelaksanaan reformasi 
b i rokras i ; 

f. menyusun road map reformasi b i rokras i ; 
g. melaksanakan moni tor ing dan evaluasi pelaksanaan kebi jakanKinerja dan 

Reformasi B irokras i ; dan 
b. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bagian Organisasi. 

Bagian Ke l ima 
Bagian Protokol dan Komunikas i P impinan 

Paragraf Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 98 

(1) Bagian Protokol dan Komunikas i P impinan berada d i bawab dan bertanggung 
jawab kepada Asisten Admin is t ras i U m u m . 

(2) Bagian Protokol dan Komunikas i P impinan d i p imp in oleb Kepala Bagian. 



Pasal 99 

Bagian Protokol dan Komunikas i P impinan mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Asisten Admin is t ras i U m u m yang terka i t dengan protokol , 
komun ikas i p imp inan , dan dokumentas i p imp inan . 

Pasal 100 

Bagian Protokol dan Komunikas i P impinan da lam melaksanakan tugas 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 99, menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan kebi jakan daerab, pengoordinasian pelaksanaan 

tugas organisasi perangkat daerab, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebi jakan daerab dan pelayanan admin is t ra t i f komun ikas i p imp inan ; 

b. pengoordinasian penyusunan kebi jakan daerab, pengoordinasian pelaksanaan 
tugas organisasi perangkat daerab, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebi jakan daerab dan pelayanan admin is t ra t i f protokol ; 

c. pengoordinasian penyusunan kebi jakan daerab, pengoordinasian pelaksanaan 
tugas organisasi perangkat daerab, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kebi jakan daerab dan pelayanan admin is t ra t i f dokumentas i ; dan 

d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan Asisten Adminis t ras i u m u m sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

Paragraf Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 101 

Bagian Protokol dan Komunikas i P impinan, te rd i r i dar i : 
a. Sub Bagian Komunikas i P impinan; 
b. Sub Bagian Protokol; dan 
c. Sub Bagian Dokumentas i P impinan . 

Paragraf Ketiga 
Sub Bagian Komunikas i P impinan 

Pasal 102 

(1) Sub Bagian Komunikas i P impinan berada d i bawab dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikas i P impinan. 

(2) Sub Bagian Komunikas i P impinan d ip imp in oleb Kepala Sub Bagian. 

Pasal 103 

(1) Sub Bagian Komunikas i P impinan mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bagian Protokol dan Komunikas i P impinan yang terka i t dengan 
komun ikas i p imp inan . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan penyiapan baban pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan 

kebi jakan, pelaksanaan pembinaan u m u m , pelaksanaan koordinasi dan 
fasil itasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kr i ter ia , pengkajian, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta barmonisas i pelaksanaan 
u r u s a n pemer intaban d i b idang komun ikas i p imp inan ; 

b. menja l in bubungan dengan berbagai p ibak terkai t pelaksanaan fungsi 
j u r u bicara Bupa t i dan wak i l Bupa t i ; 

c. memberi masukan kepada Bupa t i dan w a k i l Bupa t i tentang penyampaian 
informasi te r tentu ; 



member ikan informasi dan penjelasan kepada p ibak-p ibak terkai t sesuai 
dengan kebu tuban dan/atau atas araban B u p a t i dan wak i l Bupa t i ; 
mengb impun dan mengolab informasi yang yang bersifat pent ing dan 
mendesak sesuai k ebu tuban Bupa t i dan wak i l Bupat i ; 
meny iapkan baban mater i rapat B u p a t i dan wak i l Bupat i ; 
menyusun naskab sambutan dan pidato Bupa t i dan wak i l Bupat i ; 
meny iapkan baban penyusunan program kerja, pelaporan, r u m a b tangga 
dan u r u s a n tata usaba Sub Bagian Komunikas i P impinan; dan 
melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bagian Protokol dan 
Komunikas i P impinan. 

Paragraf Keempat 
Sub Bagian Protokol 

Pasal 104 

(1) Sub Bagian Protokol berada d i bawab dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian Protokol dan Komunikas i P impinan. 

(2) Sub Bagian Protokol d ip imp in oleb Kepala Sub Bagian. 

Pasal 105 

(1) Sub Bagian Protokol mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian 
Protokol dan Komunikas i P impinan yang terka i t dengan protokol . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan penyiapan baban pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan 

kebi jakan, pelaksanaan pembinaan u m u m , pelaksanaan koordinasi dan 
fasil itasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kr i ter ia , pengkajian, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta barmonisas i pelaksanaan 
u r u s a n pemer intaban d i b idang protokol ; 

b. me lakukan penyiapan dan pengaturan acara P impinan dan penyiapan 
baban pembinaan teknis keprotokolan; 

c. me lakukan pengaturan acara keprotokolan penerimaan t a m u dan 
kun jungan P impinan; 

d. me lakukan koordinasi kegiatan acara keprotokolan P impinan dengan 
instans i terkai t ; 

e. menginformasikan j adwa l dan kegiatan Pemerintab Daerab; 
f. meny iapkan baban penyusunan program kerja, pelaporan, r u m a b tangga 

dan u r u s a n tata usaha Sub Bagian; dan 
g. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bagian Protokol dan 

Komunikas i P impinan. 

Paragraf Ke l ima 
Sub Bagian Dokumentasi P impinan 

Pasal 106 

(1) Sub Bagian Dokumentas i P impinan berada d i bawab dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian. 

(2) Sub Bagian Dokumentas i P impinan d ip imp in oleb Kepala Sub Bagian. 

Pasal 107 

(1) Sub Bagian Dokumentas i P impinan mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bagian Protokol dan Komunikas i P impinan yang terkai t dengan 
dokumentas i . 



(2) Ura ian tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan penyiapan baban pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan 

kebi jakan, pelaksanaan pembinaan u m u m , pelaksanaan koordinasi dan 
fasil itasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kr i ter ia , pengkajian, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta barmonisas i pelaksanaan 
u r u s a n pemer intaban d i b idang dokumentas i ; 

b. meny iapkan baban koordinasi , fasi l itasi dan pengembangan d i b idang 
dokumentas i kegiatan P impinan; 

c. melaksanakan pendokumentas ian kegiatan P impinan; 
d. me lakukan pemelibaraan dokumentas i pe l iputan kegiatan P impinan; 
e. melaksanakan notulens i kegiatan rapat P impinan; 
f. melaksanakan pendokumentas ian press release, sambutan dan pidato 

P impinan; 
g. menyiapkan baban penyusunan program kerja, pelaporan, r u m a b tangga 

dan u r u s a n tata usaba Sub Bagian; dan 
b. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleb Kepala Bagian Protokol dan 

Komunikas i P impinan. 

BAB V I 

K E L O M P O K JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 108 
(1) Pejabat fungsional berkedudukan dibawab dan bertanggung jawab secara 

langsung kepada pejabat p imp inan t inggi pratama, pejabat adminis trator , atau 
pejabat pengawas yang memi l i k i keterka i tan dengan pelaksanaan tugas JF. 

(2) Pejabat fungsional memi l ik i tugas member ikan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keabl ian dan keterampi lan te r tentu . 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terd i r i dar i : 
a. pejabat fungsional keabl ian; dan 
b. pejabat fungsional ke t rampi lan . 

(4) Kelompok j aba tan fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 
d ikoord in i r oleb seorang tenaga fungsional senior yang d i t u n j u k d iantara 
tenaga fungsional. 

(5) J u m l a b tenaga fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i tetapkan 
sesuai k e b u t u b a n dan beban kerja. 

BAB V I I 
TATA K E R J A 

Pasal 109 

Dalam ba l Sekretaris Daerab berbalangan melaksanakan tugasnya, tugas 
Sekretaris Daerab d i laksanakan oleb Pejabat yang d i t u n j u k oleb Bupat i . 

Pasal 110 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asisten membantu Sekretaris Daerab 
dalam mengoordinasikan perangkat daerab sebagai ber ikut : 
a. Asisten Pemerintabandan Kesejahteraan: 

1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi l ; 
2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 
3) Dinas Pendidikan; 
4) Dinas Kesehatan; 
5) Dinas Sosial; 
6) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan 

Perempuan, Perl indungan Anak; 
7) Satuan Polisi Pamong Praja; 



8) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
9) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerab; 
10) Badan Penanggulangan Bencana Daerab; 
11) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 
12) Rumab Sakit U m u m Daerab; dan 
13) Kecamatan; 

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan: 
1) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga; 
2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P intu; 
3) Dinas Koperasi, Usaba Mikro dan Tenaga Kerja; 
4) Dinas Per industr ian dan Perdagangan; 
5) Dinas Pangan; 
6) Dinas Perikanan; 
7) Dinas Pertanian; 
8) Dinas L ingkungan Hidup; 
9) Dinas Perbubungan; 
10) Dinas Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang; 
11) Dinas Perumaban, Kawasan Permukiman, dan Pertanaban; dan 
12) Badan Perencanaan Pembangunan Daerab; 

c. Asisten Adminis t ras i U m u m : 
1) Inspektorat Daerab; 
2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 
3) Dinas Komunikas i dan Informat ika; 
4) Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 
5) Badan Keuangan dan Aset Daerab; dan 
6) Badan Pendapatan; 

Pasal 111 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap p imp inan u n i t kerja dan kelompok 
j aba tan fungsional wajib menerapkan pr ins ip koordinasi , integrasi dan 
s inkronisasi ba ik da lam l ingkungan masing-masing m a u p u n antar u n i t kerja 
d i l ingkungan organisasi perangkat daerab serta dengan instans i la in d i luar 
organisasi perangkat daerab sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap p imp inan u n i t kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan 
bi la terjadi penyimpangan agar mengambi l langkab- langkab yang d iper lukan 
sesuai dengan pera turan perundang-undangan yang ber laku. 

(3) Setiap p imp inan u n i t kerja bertanggung jawab memimpin dan 
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan member ikan b imbingan 
serta pe tun juk-pe tun juk bagi pelaksanaan tugas bawaban. 

(4) Setiap pimpinem u n i t kerja wajib meng ikut i dan mematuh i pe tun juk-pe tun juk 
dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan 
laporan berkala tepat pada waktunya . 

(5) Setiap laporan yang d i ter ima oleb p imp inan dar i bawaban, wajib diolab dan 
d ipergunakan sebagai baban u n t u k penyusunan laporan lebib l an ju t dan 
u n t u k member ikan pe tun juk -pe tun juk kepada bawaban. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan 
laporgm wajib d isampaikan pu la kepada organisasi perangkat Daerab la in 
yang secara fungsional mempunya i bubungan kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap p imp inan u n i t kerja d i ban tu oleh 
kepala u n i t kerja d i bawahnya dan da lam rangka pemberian b imbingan 
kepada bawaban masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 



BAB VI I I 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 112 

Bagan S t r u k t u r Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana t e r cantum dalam 
Lampiran dan merupakan bagian yang t idak terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i 
i n i . 

BAB I X 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 113 

(1) Nomenklatur dan nama j aba tan pada Sekretariat Daerab tetap mengacu 
pada Peraturan Bupat i Nomor 51 Tabun 2016 tentang Kedudukan, Tugas 
Dan Fungsi , Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerab 
Kabupaten Pacitan sebagaimana telab beberapa ka l i d iubab terakhir 
dengan Peraturan Bupa t i Nomor 4 Tabun 2019 sampai dengan pe lant ikan 
pejabat ba ru sesuai dengan Peraturan Bupa t i i n i . 

(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan 
Peraturan Bupa t i Nomor 51 Tabun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan 
Fungsi , Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerab 
Kabupaten sebagaimana telab beberapa ka l i d iubab terakhir dengan 
Peraturan Bupa t i Nomor 4 Tabun 2019 sampai dengan pe lant ikan pejabat 
baru sesuai dengan Peraturan Bupa t i i n i . 

B A B X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 114 

Dengan ber lakunya Peraturan i n i , maka: 
a. Peraturan Bupa t i Nomor 51 T a b u n 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan 

Fungsi , Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerab 
Kabupaten; 

b. Peraturan Bupa t i Nomor 52 Tabun 2018 perubahan atas Peraturan Bupat i 
Nomor 51 Tabun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan 
Organisasi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerab Kabupaten 

c. Peraturan Bupa t i Nomor 3 Tabun 2019 perubahan Kedua atas Peraturan 
Bupa t i Nomor 51 Tabun 2016 tentang Kedudukan , Tugas Dan Fungsi , 
Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerab Kabupaten; 

d. Peraturan Bupa t i Nomor 4 Tabun 2019 Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Bupa t i Nomor 51 Tabun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, 
Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerab Kabupaten 
Pacitan ; 

d icabut dan d inyatakan t idak ber laku lagi. 



Pasal 115 

Peraturan Bupa t i i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetabuinya, memer in tabkan pengundangan Peraturan 
Bupa t i i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerab Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada Tanggal 23 - 5 - 2020 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 23 Mei 2 0 2 0 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

Dr. Ir. H E R U WIWOHO SP, M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19670716 199202 1 002 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 2 0 NOMOR 36 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 36 TAHUN 2 0 2 0 
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, S E R T A 
TATA K E R J A S E K R E T A R I A T D A E R A H KABUPATEN PACITAN 

S T R U K T U R ORGANISASI 
S E K R E T A R I A T DAERAH KABUPATEN PACITAN 
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PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

ASISTEN 
PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN 

ASISTEN 
ADMINISTRASI UMUM 

BAGIAN 
PEMERINTAHAN DAN 

KERJASAMA 

SUBBAG[AN 
ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

SUBBAGIAN 
KERJASAMA D A N OTONOMI 

DAERAH 

SUBBAGIAN 
ADMINISTRASI 
KEWILAYAHAN 

BAGIAN 
HUKUM 

~r 
SUBBAGIAN 

PRODUK H U K U M 
PERATURAN 
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RAKYAT 

BAGIAN 
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SUBBAGIAN 
PENGENDALIAN PROGRAM 
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SUBBAGIAN 
KELEMBAGAAN DAN 
ANALISIS JABATAN 

SUBBAGIAN TATA LAKSANA DAN 
PELAYANAN PUBLIK 

SUBBAGIAN 
KINERJA DAN REFORMASI 

BIROKRASI 

BAGIAN 
PROTOKOL DAN 

KOMUNIKASI PIMPINAN 

SUBBAGIAN 
B INA MENTAL 

SPIRITUAL 

SUBBAGIAN 
B INA MENTAL 

SPIRITUAL 

SUBBAGIAN 
KESEJAHTERAAN SOSIAL 

SUBBAGIAN 
KESEJAHTERAAN SOSIAL 

SUBBAGIAN 
KESEJAHTER,AA 

KEMASYARAKATAN 

SUBBAGIAN 
KESEJAHTER,AA 

KEMASYARAKATAN 

SUB BAGIAN PEMBINAAN 
D A N ADVOKASI PENGADAAN 

BARANG/ JASA 

SUB BAGIAN PEMBINAAN 
D A N ADVOKASI PENGADAAN 

BARANG/ JASA 

SUBBAGIAN PENGELOLAAN 
PENGADAAN BARANG/JASA 
SUBBAGIAN PENGELOLAAN 
PENGADAAN BARANG/JASA 

SUB BAGIAN PENGELOLAAN 
LAYANAN PENGADAAN SECARA 

ELEKTRONIK 

SUB BAGIAN PENGELOLAAN 
LAYANAN PENGADAAN SECARA 

ELEKTRONIK 

SUBBAGIAN 
KOMUNIKASI PIMPINAN 

SUBBAGIAN 
PROTOKOL 

SUBBAGIAN 
DOKUMENTASI PIMPINAN 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 


